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ABSTRACT

This research aims to determine the influence of intergovernmental revenue, local
government wealth on the financial performance of local governments in North
Sumatra region in 2021-2023. This research used secondary data obtained from
the financial report data of the local government of the North Sumatra region
through www.ppid.kemenkeu.go.id or through the available PPID application.
The population in this research consisted of the financial report of the local
government of the North Sumatra region as many as 33 districts/cities for the
2021-2023 period. Saturation sampling was used to select the research sample,
and the sample consisted of 33 districts/cities in North Sumatra that met criteria.
The data analysis technique in this research was panel data regression. The
results of this research showed that intergovernmental revenue had a positive and
significant effect on financial performance, and local government wealth had a
negative and significant effect on financial performance. The results also showed
that, simultaneously show that intergovernmental revenue and local government
wealth simultaneously and significant effect on the financial performance of
district/city governments in North Sumatra Province.

Keywords: Intergovernmental Revenue, Local Government Wealth, Financial
Performance.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue
dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data
sekunder, data sekunder ini diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah daerah
wilayah sumatera utara melalui www.ppid.kemenkeu.go.id atau melalui aplikasi PPID yang
tersedia. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah wilayah
Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/kota periode tahun 2021-2023. Teknik sampel jenuh
digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini
adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota
Sumatera Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi
data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intergovernmental
revenue berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kekayaan
pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
sedangkan  hasil  penelitian  secara  simultan  menunjukkan  bahwa
intergovernmental revenue dan kekayaan pemerintah daerah secara simultan
berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota
yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah,
Kinerja Keuangan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara mengatur perekonomian dengan menggunakan anggaran
sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan
negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau sehingga dalam melaksanakan
perekonomian memerlukan sebuah anggaran. Anggaran merupakan rancangan
kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana
pendapatan dan belanja dengan satuan moneter (Sujarweni 2022). Mewujudkan
perekonomian yang merata setiap daerah, Indonesia memakai asas desentralisasi.
Desentralisasi merupakan kebijakan guna pengalihan tanggung jawab,
kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah sehingga daerah dapat
langsung melaksanakan program dan pelayanan. Hak yang dimiliki pemerintah
daerah atas pengolahan sumber daya daerahnya dan mengelola dana dari
pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebut Asas Desentralisasi (BPK RI 2014).

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan
dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai
Unitaris dan Nilai dasar Desentralisasi Teritorial. Hal tersebut sesuai dengan UU
No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah diberi
kesempatan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Oleh

karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya
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agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Pemerintahan merupakan organisasi sektor publik sehingga anggaran yang
dibentuk merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen
organisasi guna memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan
kepada pihak pemilik dan pelaksanaan tersebut dibiayai dengan uang publik. Oleh
karena itu, organisasi sektor publik juga memerlukan perbaikan kinerja yang
terukur ketika dana yang dialokasikan kepada daerah akan diproses dan
dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD
dinilai sebagai laporan yang kredibel karena memuat informasi yang bisa
digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam pemerintahan.
Untuk melihat kemampuan daerah menjalankan otonomi daerah dapat
menggunakan kinerja keuangan sebagai salah satu pengukuran (Patarai 2017).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas
dan kuantitas baik yang bersifat fisik maupun non fisik menyangkut keuangan
baik meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan kinerja. Kinerja keuangan
merupakan tindakan analisa yang dilakukan guna melihat sejauh mana suatu
perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan dengan baik dan benar (Fahmi 2018). Dengan adanya publikasi tentang
hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja
pemerintah daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang

merasakan perkembangan daerahnya tidak berjalan dengan baik (Satria and Sari
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2018).

Pada hakikatnya, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya
sebagai bentuk pengendalian, namun juga sebagai evaluasi terhadap tingkat
efisiensi dalam kegiatan pemerintahan serta memantau perbedaan antara biaya
yang diperkirakan dengan biaya yang sebenarnya. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjabarkan definisi dari
pajak daerah yang merupakan suatu bentuk kontribusi wajib yang terhutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang guna
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu
pajak daerah menjadi salah satu sumber penting yang akan berpengaruh pada
kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah tinggi atau
sesuai dengan target yang ditetapkan maka akan menunjukkan kinerja keuangan
yang bagus pada daerah tersebut.

Menilai kinerja keuangan suatu daerah dapat dilihat dari dana perimbangan
atau intergovernmental revenue dan melalui kekayaan yang dimiliki daerah.
Intergovernmental revenue atau yang biasa disebut sebagai dana perimbangan
(Suhardjanto, et al. 2010). Pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal
dari sumber eksternal atau disebut sebagai intergovernmental revenue tidak
diperlukan pembayaran kembali (Patrick 2007). Dana perimbangan ini merupakan
hasil kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan asas desentralisasi demi
keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang

terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
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Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis,
transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. Menurut PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar
dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh daerah. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara
dari sektor pajak daerah per 20 November 2023 baru mencapai 77,54%. Artinya,
baru sekitar Rp5,76 triliun yang terceruk dari target pendapatan pajak daerah
Sumatera Utara yang ditetapkan sebesar Rp7,43 triliun. Dibawah ini terdapat tabel
PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2021-2023:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2021-
2023 (dalam miliar rupiah).

Tahun Pendapatan Asli Daerah Kenaikan/Penurunan PAD (%)
2020 5.077,07 -
2021 5.659,15 10,29%
2022 5.906,23 4,18%
2023 6.513,26 9,32%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), (Data Diolah, 2024)

Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara
mengalami kenaikan sebesar 10,29% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PAD
kembali mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, namun tingkat
kenaikannya hanya 4,18%. Pada tahun 2023 PAD juga mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 9,32%, namun kenaikan tersebut masih

lebih rendah dari kenaikan tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan
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penerimaan pendapatan dari setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara,
adanya kenaikan juga penurunan terhadap pendapatan penerimaan pada pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan yang sah. Dikarenakan hal tersebut pemerintah provinsi
Sumatera Utara melakukan berbagai cara untuk menambah pendapatan daerah
yaitu dengan meningkatkan penetapan regulasi, dan kebijakan yang tepat guna
mengoptimalkan PAD.

Tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah dinilai dari Pendapatan Asli
Daerah, namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang bergantung
pada dana transfer dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai dana perimbangan.
Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif
intergovernmental revenue secara parsial dan signifikan terhadap kinerja keuangan
(Iswantini, Hirmantono and Natalia 2021). Hal tersebut sejalan dengan hasil bahwa
dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Putri and
Darmayanti 2019). Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian (Nugroho and Praestyo
2018). Namun berbeda dengan hasil pada penelitian selanjutnya bahwa tidak
adanya pengaruh intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah (Achmad, Septiyanti and Metalia 2017).

Perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dihitung dari tingkat
efisiensi suatu daerah dalam mengelola dana pendapatan asli daerah untuk belanja
pegawai dan belanja barang daerah tersebut. Selain hal tersebut, tingkat dari

Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah kerap dijadikan acuan dalam
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pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Dibawah ini disajikan data
realisasi Belanja Operasi dan realisasi PAD pada kabupaten/kota Sumatera Utara
tahun 2021-2023:

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah
Sumatera Utara tahun 2021-2023

Tahun 2021 (miliar rupiah) Tahun 2022 (miliar rupiah) Tahun 2023 (miliar rupiah)
No|  Kabupaten/Kota Realisasi Be.lan]a RealkasiPAD Realisasi Bglan]a RealkasiPAD Realisasi Bellanja Realiasi PAD
Operasi Operasi Operasi

1 |Kab. Asahan 1.126.624.246.188 |  134.804.406.995 | 1.131.016.806.164 | 157.521.134.076 | 1.200.173.958.437 | 169.326.017.625
2 |Kab. Dairi 757.204.880.990 | 72.268.890.301 | 757712293114 | 84.618.675.421 | 844293304488 |  85.084.763.844
3 |Kab. Deli Serdang 2424.674.840.910 | 926.137.759.153 | 2.641.351.472.407 | 1.041.668.145.481 | 2.761.423.726.370 | 1.048.080.443.589
4 |Kab. Karo 896.003.961.283 | 108.359.804.241 | 925.618.228.805 |  97.474.399.999 |  934.200.103.692 | 103.440.404.583
5 [Kab. Labuhanbatu 960.442.859.433 | 238.194.215.394 | 967.785.136.299 | 184.403.843.932 | 1.021.869.546.656 | 204.630.088.161
6 |Kab. Langkat 1.530.110.261.048 | 158.480.919.772 |  1.579.488.241.699 | 140.628.891.267 | 1.659.647.305.369 | 255.321.768.506
7 Kab. Mandailing Natal 1.020.902.139.554 | 142.409.606.087 |  1.027.255.894.675 |  93.998.645.256 | L.133.825.712.541 | 124.677.017.400
§ [Kab. Nias 514.909.343.403 | 103.944.559.551 | 529.525.658.952 |  96.013311.708 |  564.267.230.303 | 121.549.175.855
9 |Kab. Simalingun 1.406.668.512.878 | 177.646.004.174 | 1.442.122.042.598 | 158.095.359.457 | L516.114.211.151 | 170.619.769.576
10 [Kab. Tapanuli Selatan 792.808.270.476 | 134.093.420.731 | 894.848.100.986 | 129.502.685.760 | 1.058.572.729.835 | 162.812.997.010
11|Kab. Tapanuli Tengah 768.058.776.859 | 84473.837.625 | 755.559.464.595 |  75.256.684.012 |  817.906.120.669 |  79.065.207.857
12 {Kab. Tapanuli Utara 918.034.972.260 | 162.791.620.432 | 862.090.696.072 | 145.689.119.621 |  927.720435.846 | 134.848.617.519
13 [Kab. Toba 639.786.910.162 |  75.305.600.200 | 641.908.469.494 |  73.220.848.674 |  723.948363.074 |  90.436.753.553
14|Kota Binjai 738.823.635.638 | 91.980.343.406 | TBLOIL275.779 | 107.762.359.865 |  790.902.077.346 | 113.119.618.444
15 [Kota Medan 3.833.501.098.375 | 1.906.512.189.047 |  4.411.464.936.830 | 2.230.554.495.747 | 4.788.957.849.977 | 2.442.782.732.669
16 Kota Pematang Siantar T17.400.766.739 | 137.849.088.370 | 738.303.008.493 | 154.210.931.232 |  788.884.200.660 | 141.077.643.335
17|Kota Sibolga 481.221.646.923 | 76.263.787.133 | 555.581.327.682 |  82.398.151.034 |  609.192.245.705 |  87.004.057.222
18 [Kota Tanjung Balai 523.210.868.088 |  58.650.167.941 |  547.656.146.195 |  54.088.438.648 |  586.583.190.959 |  74.374.497.357
19 [Kota Tebing Tinggi 498.357.709.828 | 82.930.324.048 | 547.949.669.191 |  88.746.827.290 |  560.131.637.878 |  97.310.116.162
20 |Kota Padang Sidempuan 600.518.529.014 | 59.865.657.758 | 645.045.218.934 |  63.144.333.001 |  689.135.535.674 |  68.453.806.606
21[Kab. Pakpak Bharat 364.400.390.933 | 24443.194.479 | 360.727.614.855 | 18.005.084.566 | 393.743.129.826 |  20.624.024.881
22|Kab. Nias Selatan 087.2160.771.606 | 32.822.654372 | 654.207.605.051 |  29355.548.731 |  728.592.793.890 |  25.439.122.674
23|Kab. Humbang Hasundutan | 618.162.640.162 | 26.917.795.009 | 647.724.734.126 |  65.324.608.195 |  666.196.662.043 |  68.332.187.469
24 |Kab. Serdang Bedagai 941.965.858.385 | 133466.455.515 | 1.053.165.227.998 | 117.658.930.319 | 1.018.555.673.755 | 151.087.092.665
25 |Kab. Samosir 516.363.895.207 | 61.871.566.524 | 510.047.658.193 |  63.698.152.720 |  575.587453.364 |  69.628.488.029
26|Kab. Batu Bara 788.535.076.107 | 174.549.720.181 | 796.745.938.086 | 109.336.570.850 |  834.588.48911 | 134.794.666.811
27|Kab. Padang Lawas 033.718.870.021 | 46.759.858.387 | 580.203.496.511 |  46.926.773.423 |  629432.980.886 |  44.195.197.316
28|Kab. Padang Lawas Utara 008.059.186.341 | 43.312.600311 | 658.900.225.153 |  43.152.592.302 |  685.665.882.991 |  46.884.394.366
29 |Kab. Labuhanbatu Selatan 587.612223.925 | 63.254.710.984 | 586.193.713.980 |  53.150.702.676 |  647.504.326.057 |  61.081.576.642
30{Kab. Labuhanbatu Utara 087.350.462.423 | 58.863.185.741 | 692.803.025.068 |  50.652.416.193 |  771.467.950.069 |  57.224.029.259
31{Kab. Nias Utara 426.157.608.324 | 20.175.811.945 | 456.289.860.273 |  12.084.292.975 |  506.011.981.682 | 16.951.900.600
32|Kab. Nias Barat J4.017.700.357 | 18.267.918.507 | 431.614.721.260 | 12.655.553.070 |  471.984.595.509 |  15.588.182.641
33 |Kota Gunungsitoli 413474510675 | 21417950730 | 425.431.833.527 | 25.31.747.566 |  500.943.824.969 |  27.398.988.049

Total 28.831.372.084.516 | 5.659.151.625.067 | 30.238.249.803.042 | 5.906.230.315.068 | 32.408.030.996.582 | 6.513.265.348.275

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 terjadi kenaikan nilai pendapatan asli daerah di 11

kabupaten/kota wilayah sumatera utara tahun 2021-2023, sementara terdapat 19
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kabupaten/kota nilai pendapatan asli daerah tidak stabil yang mengalami
penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan pada tahun 2023, dan terdapat 3
kabupaten/kota lainnya yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah dari
tahun 2021-2023.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah
kepada subsidi dari pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi
daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah; (2) Masih
rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang
tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan
pendapatan transfer (Intergovernmental Revenue); (3) Kurangnya usaha dan
kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber
pendapatan yang ada (Kusufi and M. 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasmar dan Basri (2020) menemukan
bahwa semakin besar nilai intergovernmental revenue dan kekayaan daerah maka
akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Pendapat ini didukung oleh
penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019) yang menemukan
bahwa jika kekayaan suatu daerah mengalami kenaikan secara signifikan maka
akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sebab besar atau kecilnya
penerimaan dana perimbangan sangat mempengaruhi kinerja keuangan.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang tinggi
menjadikan daerah tersebut tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal

penggunaan sumber pendapatan sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit
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tercapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan.
Menurut Mardiasmo (2004:155), yang harus di pahami adalah bahwa kewenangan
yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan PAD saja, tetapi juga
kewenangan dalam penggunaan dana perimbangan.

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Salah satu
sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) (Mustikarini and fitriasari 2012). Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun
2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas
pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Sumber dari Pendapatan
Asli Daerah itu sendiri terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang
Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. PAD dapat dipergunakan sesuai
dengan kehendak dan inisiatif sesuai kebutuhan pemerintah daerah demi
kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, et al. 2012). Dengan
lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemda akan memiliki
kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pertimbangan dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk
membawa penelitian dengan judul “Pengaruh Intergovernmental Revenue dan
Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah

Sumatera Utara tahun 2021-2023.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti mengemukakan
bahwa ketika nilai belanja operasi lebih besar dari pendapatan asli daerah maka
akan menyebabkan defisit yang akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah
dalam menggali potensi kekayaan daerahnya. Ketika intergovernmental revenue
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah maka dapat
disimpulkan bahwa daerah tersebut belum mampu memanfaatkan dana dari
pemerintah pusat dengan baik (Iswantini, Hirmantono and Natalia 2021).
Berdasarkan tabel realisasi belanja operasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021-2023,
terdapat kesenjangan yang signifikan antara realisasi PAD dan realisasi belanja
operasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menyebabkan
kesenjangan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan
daerah.

Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut karena masih minimnya
pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pengalokasian dana
perimbangan yang pada awalnya untuk menjembatani celah fiskal belum mampu
digunakan dengan baik sehingga tujuan utama tersebut belum tercapai. Oleh
karena itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh intergovernmental
revenue dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini diukur dengan metode data panel dengan variabel dependen (Y)

menggunakan pengukuran rasio efisiensi.
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1.3 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan,
peneliti mengemukakan beberapa pertanyaan masalah yang akan menjadi pokok
pembahasan pada penelitian ini, yaitu:
1. Apakah intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023?
3. Apakah intergovernmental revenue dan kekayaan daerah berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara

tahun 2021-2023?

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini bila dikaitkan dengan
perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mendapatkan
bukti empiris mengenai:
1. Untuk mengetahui pengaruh dari intergovernmental revenue terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-
2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari kekayaan daerah terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari intergovernmental revenue dan
kekayaaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu proses
pembelajaran mengenai pengetahuan tentang pengaruh
intergovernmental revenue dan kekayaan daerah terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur melalui rasio efisiensi
dan juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti

selanjutnya.

. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para
masyarakat luas dalam melihat kinerja pemerintah suatu daerah sehingga
dapat ikut andil membantu pemerintah daerahnya untuk mengulik potensi

yang dimiliki.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori
2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal (signalling theory) membahas terkait isyarat yang dilakukan
oleh organisasi sektor publik yaitu pemerintahan terhadap pihak luar (masyarakat)
guna menyampaikan keberhasilan atau kegagalan suatu output yang telah
dilakukan (Gumanti 2009). Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian signal
dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengurangi informasi asimetris.
Kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang pemerintah dapat
menyebabkan masyarakat melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk
pemerintah daerah tersebut. Pemerintah dapat meningkatkan nilai daerahnya
dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang
dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek
daerah pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja pemerintah yang
baik akan meningkatkan nilai daerahnya masing-masing.

Sinyal-sinyal yang dapat digunakan dalam hal ini antara lain: (a) realisasi
PAD yang tinggi, dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan; (b) rasio belanja daerah yang efisien, dapat menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya; (c) kualitas
pelaporan keuangan yang baik, dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah.
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2.2 Tinjauan Pustaka
2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah
2.2.1.1 Definisi Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja
berasal dari performance yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja
merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan
tujuan mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Sujarweni 2022,107).
Menurut Rengganis, Valianti dan Oktariansyah (2020, 119-120), kinerja
keuangan merupakan pencapaian dari pemerintah atas terlaksana pengelolaan
keuangan selama periode tertentu guna menunjukkan kriteria kinerjanya dimana
dapat diperoleh dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Kinerja keuangan merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh
pemerintah selama periode waktu tertentu dalam melaksanakan anggaran yang
ditetapkan secara kuantitas dan kualitas (Mujiyani and Salma 2023). Berdasarkan
definisi yang telah ada dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang
termasuk perusahaan non profit memiliki sebuah kinerja keuangan yang wajib
dicapai sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang akan
dilaksanakan atau program telah selesai guna menjadi pengukuran kemampuan

daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
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2.2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menganalisis kinerja keuangan diperlukan rangkaian proses yang secara
kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi serta
memberi solusi terhadap keuangan entitas pada periode yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja keuangan yang disebutkan bertujuan memperbaiki kinerja
pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan,
mewujudkan pertanggungjawaban publik, serta memperbaiki komunikasi
kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian
kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio
keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja keuangan. Sehingga dalam

pengukuran ini dapat menjadi alat pengendalian organisasi.

2.2.1.3 Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan

Rasio pengukuran kinerja keuangan merupakan gambaran suatu hubungan
dan perbandingan antara jumlah tertentu dalam pos laporan keuangan yang satu
dengan jumlah lain pada pos laporan keuangan yang lain (Lisaria 2021).
Pengukuran kinerja keuangan dengan metode analisis rasio dapat mengidentifikasi
kekuatan ataupun kelemahan suatu lembaga pemerintahan dalam kinerja
keuangannya. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah masih
sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada
lembaga pemerintah daerah karena sifatnya yang belum komersial.

Analisis rasio yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dicapai dari suatu periode dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25



Rahmadiyah Syafitri - Pengaruh Intergovernmental Revenue dan kekayaan Pemerintah...

15

periode sebelumnya. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam
mengukur kinerja keuangan pemerintah, yaitu:
1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan tolak ukur kewenangan serta
tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah
dalam mengoptimalkan pendapatan (Siswanto and Maylani 2022). Pengukuran
dengan jenis rasio ini dengan membandingkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika semakin tinggi kontribusi PAD maka
semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut

merupakan rumus rasio derajat desentralisasi:

Pendapatan Asli Daerah

Derajat Desentralisasi = x 100%

Total Pendapatan Daerah
Sumber: Siswanto dan Maylani (2022)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian sebuah gambaran dalam mengukur seberapa besar
penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Oki,
W.Nalle and A.V.Meomanu 2020). Ukuran tingkat kemandirian lembaga
pemerintahan daerah dengan membandingkan besarnya pendapatan asli daerah
dengan pendapatan daerah diasumsikan kemandirian berada ditingkat sangat

rendah, rendah, sedang dan tinggi. Pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai

berikut:
Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Dacrah X 100%
Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman
Sumber: Oki, W. Nalle & Meomanu (2020)
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3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari penggunaan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah guna memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah dalam
hal mengerahkan pemasukan PAD sesuai target awal (Supriyadi and Fandi 2021).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD 4 (o,

Target Penerimaan PAD

Sumber: Supriyadi & Fandi (2021)

Secara umum, kategori efektivitas PAD dinyatakan sebagai berikut:

Sangat Efektif > 100%
Efektif 100%
Cukup Efektif 90% — 99%
Kurang Efektif | 75% — 89%
Tidak Efektif <75%
Sumber: Kurniasari (2014)

4. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menghitung perbandingan antara
output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.
Jika semakin kecil rasio yang dihasilkan maka hasilnya akan semakin efisien, dan
semakin besar rasio yang dihasilkan akan semakin tidak efisien. Pengukuran
dengan rasio ini diharapkan dapat mengukur nilai efisiensi kinerja pemerintah
daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan pernyataan

tersebut, maka rasio dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2016):

Biaya Pemerolehan PAD

Rasio Efisiensi PAD = X 100%

Realisasi Penerimaan PAD

Sumber: Mahmudi (2016)

Secara umum, kategori efisiensi PAD dinyatakan sebagai berikut:
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Sangat Efisien | < 10%

Efisien 10% — 20%
Cukup Efisien | 21% — 30%
Kurang Efisien | 31% — 40%

Tidak Efisien | > 40%
Sumber: Kurniasari (2014)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio efisiensi sebagai alat ukur

dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah Sumatera Utara.

2.2.2 Intergovernmental Revenue
Pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan
efisien dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sebagai
penyelenggaran desentralisasi dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan
kebutuhan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah. Intergovernmental revenue atau yang biasa disebut sebagai
dana perimbangan (Suhardjanto, et al. 2010). Pendapatan yang diterima
pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal dan tidak diperlukan pembayaran
kembali merupakan definisi dari intergovernmental revenue (Patrick 2007, 41-
42). Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas:
1) Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana bagi hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil
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bersumber dari pajak yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan dana

bagi hasil sumber daya alam yaitu: Kehutanan, Pertambangan Umum,

Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan

Pertambangan Panas Bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan formula
yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

e Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima
DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.

e Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol), menerima
DAU sebesar alokasi dasar.

e Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut
lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah
diperhitungkan nilai celah fiskal.

e Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut
sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK
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dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi
urusan daerah.

Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat
memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan
kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan
daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi
belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Daerah yang memenuhi kriteria umum
merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap
tahun. Kriteria khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55
Tahun 2005 Pasal 51 dirumuskan berdasarkan:

a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi
khusus, dan
b. Karakteristik daerah.

Sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan
khusus yang akan di danai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui
indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Selanjutnya menteri teknis
menyampaikan kriteria teknis kepada menteri keuangan. Adapun indikator
yang digunakan dalam mengukur intergovernmental revenue pemerintah

daerah wilayah Sumatera Utara yakni:

Total Dana Perimbangan

Intergovernmental Revenue =
Total Pendapatan

Sumber: Suhardjanto dkk (2010)
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2.2.3 Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan merupakan suatu kondisi yang memiliki kemampuan dalam
mencukupi kebutuhan. Kekayaan pemerintah daerah mencerminkan tingkat
kemakmuran di daerah tersebut. Jika semakin besar kekayaan suatu daerah, maka
pemerintah daerah tersebut dituntut untuk bertanggung jawab lebih besar dalam hal
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki (Rokhayah 2020). Salah satu
sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan

rakyat serta mempertahankan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat

(Jessica dan Suhartono 2020, 19).

Adapun sumber dari Pendapatan Asli Daerah telah diatur dalam UU No.33

Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah, pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-
daerah di samping retribusi daerah. Adapun pendapatan pajak setiap
provinsinya berbeda-beda sesuai dengan UU No.34 Tahun 2000. Menurut
aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek
pendapatan yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Di Air, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Di Air, Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Berikut ini merupakan jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota tersusun
dari objek pendapatan, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian
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Golongan C, Pajak Lingkungan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,
Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan Dan Perkotaan, dan BPHTB.

b. Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan retribusi menurut Pemendagri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari
Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat
dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga,
yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatan jenis ini
diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), dan bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pendapatan jenis ini diperinci
sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro

3. Pendapatan bunga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25



Rahmadiyah Syafitri - Pengaruh Intergovernmental Revenue dan kekayaan Pemerintah...
22

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksana pekerjaan
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
12. Pendapatan dari pengembalian
13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
15. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
16. Hasil pengelolaan dana bergulir
Berdasarkan rincian sumber dari pendapatan asli daerah yang merupakan
salah satu sumber Kekayaan Daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator

sebagai berikut:

Kekayaan Daerah = Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan

Sumber: Rokhayah (2020)
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Penelitian Terdahulu

23

Berikut merupakan beberapa hasil dari tinjauan peneliti terdahulu yang

akan dibandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mendukung

penyusunan dan mencari hasil penelitian.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil

1 | Armaja, Pengaruh Kekayaan | Variabel Kekayaan | Kekayaan Daerah
Ibrahim dan | Daerah, Dana | Daerah (X;), dan | dan Dana
Aliamin Perimbangan Dan | Dana Perimbangan Perimbangan
(2015) Belanja Daerah | (X,) dan Rasio | berpengaruh negatif

Terhadap Kinerja | Varjabel  Kinerja | terhadap  Kinerja
Keuangan (Studi Pada | Keuangan (Y) Keuangan pada
Kabupaten/Kota Di kabupaten/kota  di
Aceh). Provinsi Aceh.

2 | Iswantini, Pajak Daerah, | Variabel Intergovernmental
Hirmantono | Intergovernmental Intergovernmental | Revenue secara
dan Natalia | Revenue dan | Revenue (X;) dan | parsial berpengaruh
(2021) Kemakmuran terhadap | Kinerja Keuangan | negatif dan

Kinerja Keuangan | Pemerintah Daerah | signifikan terhadap
Pemerintah Daerah | (Y) Kinerja Keuangan
(Studi Pada Badan Pemerintah Daerah
Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan). Lamongan.

3 | Satria dan | Pengaruh Wealth, | Variabel Intergovernmental

Sari (2018) | Intergovernmental Intergovernmental | Revenue secara
Revenue, Leverage, dan | Revenue (X,) dan | parsial berpengaruh
Opini  Audit BPK | Rasio Variabel | terhadap  Kinerja
terhadap Kinerja | Kinerja Keuangan | Keuangan
Keuangan Pemerintah | Pemerintah Daerah | Pemerintah Daerah
Daerah (Studi Kasus | (Y). Kota
Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Lhokseumawe).

4 | Dasmar, Pengaruh Kekayaan | Variabel Kekayaan | Kekayaan Daerah
Basri  dan | Daerah, Belanja Daerah, | Daerah (X;), dan | dan
Indrawati, Intergovernmental Intergovernmental Intergovernmental
(2020) Revenue, Temuan Audit | Revenue (X3) dan | Revenue

terhadap Kinerja | Rasio Variabel | berpengaruh positif
Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan | terhadap  Kinerja
Y). Keuangan pada
kabupaten/kota  di

Riau.

Sumber: Diolah peneliti 2024
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2.4  Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen
yaitu intergovernmental revenue (X;) dan kekayaan daerah (X,) berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat
menghasilkan suatu kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram

sistematik, yakni:

Variabel Independen Variabel Dependen
X) Y)
Intergovernmental
Revenue ] Kinerja Keuangan
Pemerintah

Kekayaan Daerah |4

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5  Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai pengaruh
intergovernmental revenue dan kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah yang mengacu pada kerangka konseptual dan rumusan masalah,
maka menghasilkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:
2.5.1 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue merupakan pendapatan yang diterima oleh
pemerintah daerah bersumber dari eksternal dan tidak diperlukan pembayaran
kembali (Satria and Sari 2018). Alokasi pendapatan pemerintah daerah didominasi

oleh intergovernmental revenue schingga disimpulkan sebagai tingkat
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ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pada penelitian
Dasmar dan Indrawati (2020) ditemukan bahwa intergovernmental revenue
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
Penelitian tersebut didukung oleh (Satria dan Sari 2018) menghasilkan bahwa
terdapat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat karena nilai
intergovernmental revenue terus meningkat setiap tahunnya.

Penerimaan bantuan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dapat dimanfaatkan secara efektif serta efisien untuk meningkatkan kinerja
keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang dimiliki secara
maksimal. Semakin besar proposi penerimaan intergovernmental revenue dalam
pemerintah daerah, juga semakin baik kinerja keuangannya. Berdasarkan
rangkaian di atas dapat dihasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H1 : Intergovernmental Revenue berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah
Kekayaan daerah merupakan cerminan dalam kemampuan daerah dalam
meningkatkan potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut dapat
digunakan dalam memaksimalkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat dan
guna memajukan sumber daya daerah tersebut. Ketika suatu daerah memiliki
tingkat kekayaan lebih rendah dari daerah yang lain maka akan semakin buruk pula

kinerja keuangan pemerintah tersebut (Sadek dan Kusumawati 2024). Menurut
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Undang-Undang Republik Indonesia No.33 TAHUN 2004, upaya pemerintah
daerah dalam mengurangi ketergantungan dana dari pusat berasal dari pengelolaan
pendapatan asli daerah sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai
pembangunan dan usaha-usaha daerah. Pada penelitian Armaja dan Aliamin (2015)
menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif pada kinerja keuangan
pemerintah daerah. Namun pada penelitian (Sadek dan Kusumawati 2024) bahwa
kontribusi Kekayaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara
signifikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armaja, Ibrahim dan Aliamin
(2015), pengaruh negatif PAD terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa
semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah daerah, maka
akan diikuti dengan risiko penyalahgunaan kekayaan yang besar, sehingga
berdampak buruk atau penurunan penilaian pada kinerja keuangan. Berdasarkan
uraian tersebut dapat menghasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H2 : Kekayaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah.

2.5.3 Pengaruh Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam mengukur suatu kinerja keuangan pada pemerintahan diperlukannya
pengukuran besaran yang diterima dana transfer dari pusat ke daerah atau yang

disebut dengan intergovernmental revenue. Dana perimbangan yang diberikan
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melalui pemerintah pusat juga berdasarkan dari kriteria atau potensi yang dimiliki
setiap daerah karena kekayaan yang dimiliki berbeda-beda. Dalam hal ini, antara
intergovernmental revenue dan kekayaan daerah dapat menjadi pengaruh yang
saling simultan kepada kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian yang
telah dijelaskan dapat menghasilkan hipotesis pada penelitian ini, yakni:

H3 : Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Daerah secara simultan

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
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3.1

BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang dinyatakan

dalam bentuk angka-angka pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah

Sumatera Utara melalui website resmi dan dari Daftar Alokasi Dana Transfer ke

Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021-2023 yang dipublish oleh

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2

Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan Pemerintah Sumatera Utara

periode 2021-2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 dengan

perincian waktu seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Perencanaan Jadwal Penelitian

Z
o

Jenis Kegiatan

Tahun 2024

Tahun 2025

Februari [ April-JunifSeptember

Pengajuan Judul

Okt-Des

Februari | Maret

Penyusunan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposal

Pembahasan Hasil

Seminar Hasil

Revisi Seminar Hasil

O[N] n|B|w] o ]—

Sidang Meja Hijau
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3.3 Definisi Operasional
3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan
pemerintah daerah yang dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023 yang diukur dengan proksi rasio
efisiensi.  Kinerja keuangan merupakan merupakan ukuran kinerja yang
menggunakan indikator keuangan (Achmad, Septiyanti dan Metalia 2017).
Terdapat banyak indikator dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah
seperti rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio
efisiensi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Rasio efisiensi guna mengukur
tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam menunjukkan kemampuan daerah atas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3.3.2 Variabel Independen

Penelitian  ini  menggunakan dua variabel independen yaitu,
intergovernmental revenue dan kekayaan pemerintah daerah. Pemilihan variabel
independen intergovernmental revenue atau disebut dengan dana perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka
merealisasikan asas desentralisasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio
dari total dana perimbangan terhadap total pendapatan.

Pemilihan variabel independen kekayaan pemerintah daerah yaitu

dikarenakan tingkat kekayaan daerah yang tinggi dapat meningkatkan pengelolaan

dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki. Ketika suatu daerah memiliki kekayaan
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daerah yang tinggi maka daerah tersebut diharapkan dapat melaksanakan roda
pemerintahannya tanpa tambahan dana dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan rasio dari pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
1 Kinerja Keuangan | Gambaran suatu | Menurut (Mahmudi | Rasio
Pemerintah Daerah (Y) | hubungan dan | 2016), rumus dari rasio

perbandingan  antara | efisiensi yaitu :

jumlah tertentu dalam | Rasio Efisiensi =
pos laporan keuangan Biaya Pemerolehan PAD
yang satu dengan Realisasi Penerimaan PAD

jumlah lain pada pos 100%
laporan keuangan yang
lain (Lisaria 2021).
2 Intergovernmental Pendapatan yang | Menurut (Suhardjanto, et
Revenue (X;) diterima  pemerintah | al. 2010) Rasio

daerah berasal dari | IR =
sumber eksternal dan | Total Dana Perimbangan

tidak diperlukan Total Pendapatan
pembayaran  kembali
(Patrick 2007).
3 Kekayaan Pemerintah | Kekayaan merupakan | Menurut (Rokhayah | Rasio
Daerah (X5) suatu  kondisi yang | 2020)
memiliki kemampuan | Kekayaan Daerah =
dalam mencukupi Pendapatan Asli Daerah
kebutuhan (Rokhayah Total Pendapatan
2020).

Sumber: Diolah peneliti 2024

3.4  Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah kabupaten/kota wilayah
Sumatera Utara tahun 2021-2023 melalui data laporan keuangan pemerintah
daerah Sumatera Utara yang dipublikasikan. Data laporan keuangan pemerintah
daerah provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan saldo anggaran lebih/kurang, neraca, laporan operasional,
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laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dibawah ini merupakan daftar kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara:

Tabel 3.3 Daftar kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara

No. Nama Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara

1 | Kabupaten Asahan
2 | Kabupaten Batubara
3 | Kabupaten Dairi
4 | Kabupaten Deli Serdang
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan
6 | Kabupaten Karo
7 | Kabupaten Labuhan Batu
8 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan
9 | Kabupaten Labuhan Batu Utara

10 | Kabupaten Langkat

11 | Kabupaten Mandailing Natal

12 | Kabupaten Nias

13 | Kabupaten Nias Barat

14 | Kabupaten Nias Selatan

15 | Kabupaten Nias Utara

16 | Kabupaten Padang Lawas
17 | Kabupaten Padang Lawas Utara
18 | Kabupaten Pakpak Barat

19 | Kabupaten Samosir

20 | Kabupaten Serdang Bedagai
21 | Kabupaten Simalungun

22 | Kabupaten Tapanuli Selatan
23 | Kabupaten Tapanuli Tengah
24 | Kabupaten Tapanuli Utara
25 | Kabupaten Toba

26 | Kota Binjai

27 | Kota Gunung Sitoli

28 | Kota Medan

29 | Kota Padangsidimpuan

30 | Kota Pematang Siantar

31 | Kota Sibolga

32 | Kota Tanjung Balai

33 | Kota Tebing Tinggi

Sumber: www.kemendagri.go.id

Pemilihan sampel yang digunakan dengan menggunakan teknik sampel

jenuh dengan kriteria sebagai berikut:
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1. Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang telah mempublikasikan Realisasi
Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dalam kurun
waktu 2021-2023.

Tabel 3. 4 Seleksi dan Pemilihan Sampel

Keterangan Jumlah
Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Utara 33
Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang mempublikasikan Realisasi Belanja 33
Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dalam kurun waktu
2021-2023
Jumlah wilayah kabupaten/kota yang memenuhi Kriteria 33

Sumber: Diolah peneliti 2024

Berdasarkan populasi penelitian diatas, maka sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota yang memiliki kriteria pada
tabel 3.4 yaitu sebanyak 33 daerah periode 2021-2023, maka terdapat 99 sampel

yang diambil dalam laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara.

3.5  Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui metode
dokumentasi yaitu pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data yang
berasal dari catatan-catatan serta dokumen yang sudah ada (Satria dan Sari 2018).
Digunakan data sekunder berdasarkan pertimbangan bahwa data ini mempunyai
validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga andal untuk digunakan dalam
penelitian. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan data-data dari Laporan
Keuangan Daerah Sumatera Utara, buku alokasi dan rangkuman kebijakan transfer
ke daerah wilayah Sumatera Utara melalui website resmi Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
mengolah artikel, jurnal, litelatur, dan juga hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian ini.
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3.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Eviews dalam mengolah
data yang menggunakan Statistik Deksriptif, Pemilihan Model Regresi dengan
menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji Asumsi Klasik dengan Uji
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi,
Regresi Data Panel, dan Pengujian Hipotesis dengan Uji Signifikasi (Uji Parsial),
Uji F (Uji Simultan), dan Uji Determinasi (R?).
3.6.1 Statistik Deskiptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi
(Sugiyono 2019). Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data diri
dari variabel independen yaitu intergovernmental revenue dan kekayaan daerah
serta variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera
Utara. Data dari statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel statistik
deskriptif (descriptive statistic) yang mencakup parameter statistik dalam
menguraikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standart deviasi.
3.6.2 Pemilihan Model Regresi
3.6.2.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang
sebaiknya digunakan, apakah Common Effect Model atau Fixed Effect Model.
Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk

pengujian F-Stat/Uji Chow yaitu sebagai berikut:
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1. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square >
0,05 maka H, diterima, dan model regresi yang dipilih adalah Common Effect
Model (CEM).

2. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square <
0,05 maka H, ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect
Model (FEM).

3.6.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan Fixed Effect Model dan

Random Effect Model dengan tujuan untuk menentukan model mana yang

sebaiknya dapat digunakan. Pengujian dilakukan menggunakan program Eviews.

Berikut ini merupakan ketentuan untuk pengujian Hausman:

1. Apabila nilai probability dari Cross-section random > 0,05 maka H,, diterima
dengan model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

2. Apabila nilai probability dari Cross-section random < 0,05 maka H,, diterima

dengan model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik
dan benar-benar memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji
asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
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3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model
regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak.
Nilai residual mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini dilanggar maka
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
analisis grafik dan uji statistik (Priyatno 2022). Uji normalitas dengan analisis uji
statistik yang digunakan adalah nilai probabilitasnya dengan hipotesis sebagai
berikut:
> 0,05 = Residual berdistribusi Normal
< 0,05 = Residual tidak berdistribusi Normal
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen) (Priyatno 2022).
Efek dari multikoloniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada
sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-
hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan
linear antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen.
Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dengan metode
Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk
menunjukan adanya mulitikolinearitas adalah nilai VIF < 10. Apabila nilai VIF >

10 maka terdapat multikolinearitas (Priyatno 2022).
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3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokesdatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Priyatno
2022). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan
keputusan untuk menentukan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah
sebagai berikut (Priyatno 2022):
1. Jika nilai Probability Chi-square lebih kecil dari 0,05, maka H, diterima dan

H, ditolak sehingga disimpulkan ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai Probability Chi-square lebih besar dari 0,05, maka H, ditolak dan H,
diterima sehingga disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.6.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya korelasi antara residual
tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan
untuk mengkaji apakah suatu model regresi linear terdapat korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalhan pada periode (t-1). Jika
terjadi korelasi maka disebut dengan masalahautokorelasi. Model regresi terbaik
adalah regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi (Priyatno 2022).

Perhitungan uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (Priyatno 2022).

Hipotesis:
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Ho : Tidak ada masalah autokorelasi
H: : Ada masalah autokorelasi
Probabilitas < Alpha (0.05), Ho ditolak, H; diterima

Probabilitas > Alpha (0.05), H; ditolak, Ho diterima

3.6.4 Regresi Data Panel

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh
intergovernmental revenue, dan kekayan daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut
Basuki dan Prawoto (2017:25), data panel merupakan gabungan antara data runtut
waktu (time series) dan data silang (cross section). Data time series merupakan
data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit
observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross section merupakan
data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Penggunaan data panel dalam penelitian ini karena terdapat rentang waktu
beberapa tahun dan banyaknya objek kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara.
Penggunaan data time series yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rentang
waktu tiga tahun dari tahun 2021-2023. Kemudian penggunaan Cross section
karena pengambilan data diambil dari 29 kabupaten/kota wilayah sumtera utara
yang memiliki Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli yang dijadikan
sebagai sampel penelitian.

Penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan yang dijabarkan

sebagai berikut (Basuki and Prawoto 2017):
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1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit
dengan mengizinkan variabel spesifik individu.

2. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun, dan mempelajari
model-model perilaku yang kompleks.

3. Data panel mendasarkan pada observasi yang bersifat Cross section yang
berulang-ulang (time series), sehingga cocok digunakan sebagai study of
dynamic adjusment.

4. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih bervariasi,
dan dapat mengurangi kolinieritas antarvariabel, derajat kebebasan (degree of
freedom/ df) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang
lebih efisien.

5. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin akan
timbul oleh agregasi data individu.

6. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak secara terpisah

di observasi dengan menggunakan data time series maupun Cross section.

3.6.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji signifikasi
parameter individual (uji parsial t), uji koefisien regresi, dan uji determinasi.
3.6.5.1 Uji Signifikasi (Uji Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam

menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan
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dalam uji t adalah sebagai berikut, jika nilai profitabilitas signifikasi > 0,05, maka
hipotesis ditolak sehingga variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Jika nilai profitabilitas signifikasi < 0,05, maka hipotesis diterima sehingga
variabel berpengaruh terhadap variabel dependen (Priyatno 2022).

3.6.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Penelitian dengan menggunakan Uji F atau uji simultan guna mengetahui
apakah semua variabel bebas jika dimasukkan dalam model memiliki pengaruh
secara bersama terhadap variabel dependen.. Adapun menurut (Priyatno 2022) cara
penggunaannya dengan melihat jika besar nilai probabilitas signifikannya < 5%
maka variabel indeenden atau variabel bebas akan berpengaruh secara bersama
terhadap variabel terikat. Pengambilan kesimpulan pada uji F, yaitu :

1. Jika nilai F hitung < F tabel dan jika probabilitas (siginifikasi) > 0,05(a),
maka HO diterima, artinya variabel independen secara simultan atau
bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

2. Jika nilai F hitung > F tabel dan jika probabilitas (signifikasi) lebih kecil
dari 0,05(a), maka HO ditolak, artinya variabel independen.

3.6.5.3 Uji Determinasi (R?)

Koefisien determinasi R* merupakan pengukuran kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen (Priyatno 2022). Koefisien determinasi
atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap
variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien
determinasi majemuk (R?) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua
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informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.
Sedangkan untuk nilai R? bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi independen. R? menyatakan koefisien
determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial

terhadap variabel dependen.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51  Kesimpulan

1. Variabel intergovernmental revenue (Xi) secara parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Variabel kekayaan pemerintah daerah (X>) secara parsial berpengaruh
negatif dan signifikan antara variabel kekayaan pemerintah daerah
terhadap kinerja keuangan.

3. Variabel intergovernmental revenue (X;) dan kekayaan pemerintah daerah
(X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

5.2  Saran

1. Pemerintah daerah harus meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk
mendukung kinerja keuangan daerah.

2. Pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan pengelolaan
keuangan yang efektif dan efisien.

3. Perlu dilakukannya evaluasi dan pemantauan kinerja keuangan daerah
secara berkala.

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain yang dapat

mempengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023

Tahun 2021 (milar rupiah) Tahun 2022 (milar rupiah) Tahun 2023 (milar rupiah)
Nof  Kabupaten/Kota ReahsamBglama R PAD Reahsa51B§lanJa R PAD Reahsa51B§1an]a R PAD
Operasi Operasi Operasi
| [Kab. Asahan 1126624246188 | 134.864406.995 | L13L016.806.164 | 157521134076 | 1200.173.958437 | 169.326.017.625
2 [Kab. Dair 7571204880990 | 72268890301 | 757702093114 ]  B4618.675421 |  S44.293304.488 |  85.084.763.844
3 [Kab. Deli Serdang 24674840910 | 926.137.759.153 | 2641351 472407 | 1.041.608.145.481 | 2.761.423.726.370 | 1.048.080443.589
4 [Kab. Karo §96.003.961.283 | 108.359.804.41 | 925.618.208.805 | 97474399999 | 934.200.103.692 | 103.440.404.583
5 [Kab. Labuhanbatu 060442859433 | 238104215304 | 967785136299 | 184403.843.932 ) 1.021.869.546.656 | 204.630.088.161
6 [Kab. Langkat 1539.110.061.048 | 158.480919.772 |  1.579.488.241.699 | 140.628.891.067 | 1.659.647.305.369 | 255.321.768.506
7 [Kab. Mandaiing Natal L020.902.139.554 | 142.409.606.087 | 1027255894675 | 93.998.645.050 | LI3385.112.541 | 124,677.017400
§ [Kab. Nias SI4909.343.403 | 103.944.559.351 | 529.525.658952] 96013311708 ]  S64.267.230.303 | 121.549.175.855
9 [Kab. Simalungun 1406.668 312878 | 177.646.004.174 | 144D122.042.598 | 158.005.359.457 | 131611411151 | 170.619.769.576
10 Kab. Tapanuli Selaten 190868270476 | 134.093420.731 | 894848.100986 | 129.502.685.760 | 1.038.572.729.835 | 162.812.997.010
11 |Kab. Tapanuli Tengah T08.058.7716.859 | B44T3T605 | 79550404395 T256.684.012 817.906.120.669 | 79.065.207.857
12 |Kab. Tapanuli Utara 018.034972.060 | 1627191620432 | 862090.69.072 | 145.689.119.021 |  907.720435.840 | 134848617519
13 |Kab. Toba 639.786.910.162 | 75.305.600.000 | 641908469494  T30.848.74 |  TIZ48363.074 |  90.456.753.553
14 Kota Binjai T38.823.035.638 | 91986343400 |  T8I9ILATSTT9| 107762359865 | T90902.077.346 | 113.119.618.444
13 |Kota Medan 3833.301.09.375 | 1.906.312189.047 | 4411464.930.830 | 2230354495747 | 4.788.957.849.977 | 2442.782.732.669
16 Kota Pematang Siantar TI7400.766.739 | 137.849.088.370 | 738303.008493 | 154200.931.132 )  788.884.206.660 | 141.077.643.335
17 [Kota Sholga 81001646923 | 76263787133 | 555.581.307.680 |  8L39B.ISLO3 | 609.192.245.705 | 87004057222
1§ [Kota Tanjung Baki S3.10.808.088 |  8.650.17.941 | 547.36.146.195 ]  S4088.438.048 |  S86.383.190.959 | 74374491357
19 Kota Tebing Tingg 98357700808 | S2930.324.048 | S47.940.669.191 |  88.746.827.290 | 560131637878 |  97.310.116.162
20{Kota Padang Sidempuan 600.318.529.014 | 59.865.657.758 | G4S.045.018934 ] 63144333001 | 689.135.535.674 |  68.43.806.600
21 Kab. Pakpak Bharat 304400.390.933 | 4443194479 | 360.727.614855 | 18.005.084.366 | 393.743.129.826 |  20.624.024.881
22{Kab. Nias Selatan 687.216.770.600 | 32822634372 654207605051 ) 29355548731  TIS9LT93.890 | 25439120674
23{Kab. Humbang Hasundutan |~ 618.162.640.162 | 26.917.7195.009 | 64774734126 | 65.324.668.195 |  066.196.062.043 |  68.332.187469
24|Kab. Serdang Bedagai 041.965.838.385 | 133.466455.315 |  1053.165.027.998 | 117.658.930319 | 1.018.555.673.755 | 151.087.092.663
25 |Kab. Samosr 510363.895.007|  61871.566.524 |  SI0047.658.193 | 63.698.152.720 ]  S75.387453.364 |  69.628488.009
26(Kab. Batu Bara T88.335.076.007 | 17434970081 | T9.745.938.086 | 109.336.570.850 |  834.388.248.911 | 134.794.666.811
27{Kab. Padang Lawas 633.718870.021 | 46.759.838.387| 58020349311 40906.773423 | 629.432980.880 |  44.195.197.316
28|Kab. Padang Lawas Utara |~ 608.059.186.341 | 43312600311 ]~ 658.900.105.153 | 43.152.592.300 |  685.665.882.991 |  46.884.394.366
29{Kab. Labuhanbatu Selatan | §7.612.003905 | 63254710984 | S86.193.713.980 | $3.150.702.676 |  647.504326.057 |  61.081.576.642
30{Kab. Labuhanbatu Utara 087350402423 | SB.863.185.741 | 692.803.005.068 | 50652416193 ]  771.467950.069 |  57.224.09.259
31 {Kab. Nias Utara 42615766834 20175811945 | 456.289.860.273 | 12.084.292.975 | 506011981682 | 16.951.900.600
32 Kab. Nies Barat 407700357 18267918.307| 431614721060 |  12.635.553.010 |  471.984.595.509 |  15.588.182.641
33 Kota Gunungsitoli 43474510075 | 21417950730 ] 42531833507 | 2531747566 | S00943.824.969 |  27.398.988.049
Total 28.831.372.084.510 | 5.639.151.625.067 | 30.238.249.803.042 | 5.906.230.315.068 | 32.408.030.996.581 | 6.513.263.348.075
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Tabulasi Data Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Kevangan (Y) Intergovermental Revenue |  Kekayaan Pemerintah
No Kabupaten/Kota (XI) Daerah (X2)
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023
| |Kab. Asahan 835 7,181 7,090 0,79 082 082 0,08 0,09 0,09
2 |Kab. Dairi 10,48) 895 9,92 085 088 088 006 007 0,07
3 |Kab. Deli Serdang 2,621 2,541 2,63 0,63 0065 066 026 028 027
4 |Kab. Karo 827 9,50{ 9,031 083 080 085 0,08 007 0,07
5 |Kab. Labuhanbatu 4031 5251 499 071 076[ 077 0,18 0,15 0,14
6 |Kab. Langkat 9,711 11,231 6,50{ 0,831 087 082 007 006 0,11
7 |Kab. Mandailing Natal 7,17) 10,93] 9,09 083 088 087 008 006 0,07
8 |Kab. Nias 495 5521 404 082 086] 084 012 010 0,12
9 |Kab. Simalungun 792 9,121 889 082 088 085 008 0,07 007
10 (Kab. Tapanuli Selatan 5911 6911 6,501 083 083 082 0,09 0,08 0,10
11 {Kab. Tapanuli Tengah 9,091 10,04 10,34| 0,84 087 083 007 006 0,07
12 [Kab. Tapanuli Utara 5,64 5921 6,88 080 083 085 011 011 0,10
13 [Kab. Toba 8,50 8771 8000 085 087 08 007 0,07 0,08
14 [Kota Binjai 8,03| 7261 6,99 080 080 0,79 011} 0,12 0,12
15 [Kota Medan 2010 1,981 196 0411 038 043 038 041 042
16 [Kota Pematang Siantar 5200 4790 559 0771 076 0,77 0,15 0,16 0,15
17 {Kota Sibolga 6,311 6,74 700 081 082 079 013 013 0,14
18 [Kota Tanjung Balai 892\ 10,13 7,891 083 082 081 0,101 0,09 0,11
19 {Kota Tebing Tinggi 6,011 6,17 576( 078 0,74 076 012] 0,13 0,14
20 [Kota Padang Sidempuan | 10,13 10,22{ 10,07\ 0,85 083 083 008 0,08 0,08
21 |Kab. Pakpak Bharat 1491] 20,03] 19,09 090 091 092 005 003 0,04
22 [Kab. Nias Selatan 20,94 22,29| 28,64| 0,901 094 094 002] 0,02{ 0,02
23 [Kab. Humbang Hasundutan| 22,96 9,92{ 9,75 093] 0086 086 003 007 0,07
24 [Kab. Serdang Bedagai 7,06 895 6,74 082 085 085 0,09 008 0,09
25 [Kab. Samosir 835 8,01 827 087 087 087 007} 0,08 0,08
26 |Kab. Batu Bara 4520 7290 6,19 076 082 081 015 010[ 0,11
27 |Kab. Padang Lawas 13,55] 12,36 14,24\ 0,88 091 090 0,04 005 0,04
28 [Kab. Padang Lawas Utara | 14,04 15,27 14,62| 0,88 091 091| 004] 004 0,04
29 |Kab. Labuhanbatu Selatan | 9,29 11,03| 10,60[  0,84| 0,86 0,85 0,07 0,06 0,06
30 |Kab. Labuhanbatu Utara | 11,68| 13,68 13,48 0,85| 0,88  0,88] 0,06/ 0,05 0,05
31 |Kab. Nias Utara 21,12 37,76 29,85] 0,901 092 0,92 003 0,02{ 0,02
32 |Kab. Nias Barat 21,57 34,101 30,28| 0,91 095 094 003 002 0,02
33 [Kota Gunungsitoli 19,31 16,86 18,28 0,89  0,90( 091 0,03 004 0,04
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Lampiran 2 Output Hasil Uji Eviews

ANALISIS DESKRIPTIF

61

Date: 02/2725
Time: 10:17
Sample: 2021 2023
Intergovermental Kekayaan Pemerintah | Kinerja Keuangan
Revenue Daerah
Mean 6740.357 8237.936 9.910827
Median 6602.000 8445.000 7.960036
Maximum 9919.000 9473.000 42.09000
Minimum 4441.000 3839.000 1.620000
Std. Dev. 1088.949 1005.399 7.769099
Skewness 0.519369 -2.946933 2.736294
Kurtosis 3.049629 11.294744 9.828580
Jarque-Bera 3.947269 330.04845 236.8253
Probability 0.147374 0.000000 0.000000
Sum 593984.0 716643.0 862.3214
Sum Sq. | 1.01E+09 86979884 5190.824
Dev.
Observations | 99 99 99
uJi CHOW
Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Method: Panel Least Squares
Date: 02/27/25 Time: 10:23
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 99
Variable Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.
C 32.93685 5.537353 5.925734 | 0.0000
INTERGOVERMENTAL RE | 0.000945 0.000840 0.839527 | 0.5029
VENUE
KEKAYAAN PEMERINTAH | -0.002974 0.000924 -4.856436 | 0.0000
DAERAH

Effects Specification
|

|

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.984735 Mean dependent var | 9.463787
Adjusted R-squared 0.983565 S.D. dependent var 7.769884
S.E. of regression 0.987485 Akaike info criterion | 3.071245
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Sum squared resid 53.89464 Schwarz criterion 3.950387
Log likelihood -102.2447 Hannan-Quinn criter. | 3.423643
F-statistic 177.4654 Durbin-Watson stat 2.690089
Prob(F-statistic) 0.000000
Effect Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 9.568574 (2.36) 0.0000
Cross-section chi-square 110.817997 2 0.0000
UJl HAUSMAN
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
|
Test Summary Chi-Sq. Chi-Sq. Prob.
Statistic d.f.
Cross-section random 45.626782 2 0.0000
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) | Prob.
INTERGOVERMENTAL RE | 0.000195 0.000674 0.000000 | 0.3538
VENUE
KEKAYAAN PEMERINTAH | -0.002367 | -0.006709 0.000000 | 0.0000
DAERAH
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Method: Panel Least Squares
Date: 02/27/25 Time: 10:27
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 99
Variable Coefficient | Std. Error t-Statistic | Prob.
C 32.93685 5.537353 5.925734 | 0.0000
INTERGOVERMENTAL RE | 0.000945 0.000840 0.839527 | 0.5029
VENUE
KEKAYAAN PEMERINTAH | -0.002974 | 0.000924 -4.856436 | 0.0000
DAERAH
Effects Specification
I
Cross-section fixed (dummy variables)
I I
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R-squared 0.984735 Mean dependent var 9.463787
Adjusted R-squared 0.983565 S.D. dependent var 7.769884
S.E. of regression 0.987485 Akaike info criterion 3.071245
Sum squared resid 53.89464 Schwarz criterion 3.950387
Log likelihood -102.2447 Hannan-Quinn criter. 3.423643
F-statistic 177.4654 Durbin-Watson stat 2.690089
Prob(F-statistic) 0.000000
UJI ASUMSI KLASIK
Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Method: Panel Least Squares
Date: 02/27/25 Time: 10:37
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 99
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob.
C 69.85579 2.690489 28.936793 0.0000
INTERGOVERMENTAL REVE
NUE 0.000922 0.000357 2.464678 0.0005
KEKAYAAN PEMERINTAH D
AERAH -0.007886 0.000443 -4.93679 0.0000
R-squared 0.951737 Mean dependent var 9.463787
Adjusted R-squared 0.950365 S.D. dependent var 7.769884
S.E. of regression 1.739580 Akaike info criterion 3.973680
Sum squared resid 252.9478 Schwarz criterion 3.057780
Log likelihood -169.3453 Hannan-Quinn criter. 4.004787
F-statistic 875.8467 Durbin-Watson stat 1.846737
Prob(F-statistic) 0.000000

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coeficient Variance Uncentered VIF Centered VIF

INTERGOVERMENTAL REVENUE 47.355673 139.8684 1.342580

KEKAYAAN PEMERINTAH DAER

AH 6.474696 11.66475 1.569943

C 2.554560 1637.079 NA

UJI HETEROSKEDASTISITAS

F-statistic 5.000459 Prob. F 0.0059

Obs*R-squared 55.46579 Prob. Chi-square 0.4253

Scaled explained SS 242.0046 Prob. Chi-square 0.8857
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UJI NORMALITAS

Date: 02/27/25
Time: 10:17

Sample: 2021 2023

Intergovermental Kekayaan  Pemerintah

Revenue Daerah Kinerja Keuangan

Mean 6740.357 8237.936 9.910827
Median 6602.000 8445.000 7.960036
Maximum 9919.000 9473.000 42.09000
Minimum 4441.000 3839.000 1.620000
Std. Dev. 1088.949 1005.399 7.769099
Skewness 0.519369 -2.946933 2.736294
Kurtosis 3.049629 11.294744 9.828580
Jarque-Bera 3.947269 330.04845 236.8253
Probability 0.147374 0.000000 0.000000
Sum 593984.0 716643.0 862.3214
Sum Sq. Dev. 1.01E+09 86979884 5190.824
Observations 99 99 99

UJI AUTOKORELASI

Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.
C 69.85579  2.690489  28.9367930.0000
INTERGOVERMENTAL REVENUE 0.000922  0.000357  2.464678 0.0005
KEKAYAAN PEMERINTAH
DAERAH -0.007886 0.000443  -4.93679 0.0000
R-squared 0.984735 Mean dependent var 9.463787
Adjusted R-squared 0.983565 S.D. dependent var  7.769884
S.E. of regression 0.987485 Akaike info criterion 3.071245
Sum squared resid 53.89464 Schwarz criterion ~ 3.950387
Log likelihood -102.2447 Hannan-Quinn criter. 3.423643
F-statistic 177.4654 Durbin-Watson stat  2.690089
Prob(F-statistic) 0.000000
F-statistic 177.4654 Prob. F 0.8477
Obs*R-squared 46.84789 Prob. Chi-square 0.08005
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 18/7/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)18/7/25



Rahmadiyah Syafitri - Pengaruh Intergovernmental Revenue dan kekayaan Pemerintah...

Lampiran 3 Output Hasil Penelitian

REGRESI DATA PANEL
Estimation Equation:

65

KINERJA KEUANGAN = C(1) + CQ2)*INTERGOVERMENTAL REVENUE +

C(3)*KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

Substituted Coefficients:

KINERJA KEUANGAN = 69.85579 +
0.000922*INTERGOVERMENTAL REVENUE -
0.007886*KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH

UJI HIPOTESIS

Uji t

Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 99

Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic ~ Prob.

C 69.85579  2.690489 28.936793  0.0000
INTERGOVERMENTAL REVE

NUE 0.000922  0.000357 2.464678 0.0005
KEKAYAAN PEMERINTAH D

AERAH -0.007886 0.000443 -4.93679 0.0000
R-squared 0.951737 Mean dependent var 9.463787
Adjusted R-squared 0.950365 S.D. dependent var 7.769884
S.E. of regression 1.739580 Akaike info criterion 3.973680
Sum squared resid 252.9478 Schwarz criterion 3.057780
Log likelihood -169.3453 Hannan-Quinn criter. 4.004787
F-statistic 875.8467 Durbin-Watson stat 1.846737
Prob(F-statistic) 0.000000

Uji r square

Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN
Method: Panel Least Squares

Date: 02/27/25 Time: 10:46

Sample: 2021 2023

Periods included: 3

Cross-sections included: 33
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Total panel (balanced) observations: 99

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.

C 69.85579 2.690489 28.936793 0.0000
INTERGOVERMENTAL REVE

NUE 0.000922 0.000357 2.464678 0.2245
KEKAYAAN PEMERINTAH D

AERAH -0.007886  0.000443 -34.93679 0.0000
R-squared 0.951737 Mean dependent var ~ 9.463787
Adjusted R-squared 0.950365 S.D. dependent var 7.769884
S.E. of regression 1.739580 Akaike info criterion ~ 3.973680
Sum squared resid 252.9478 Schwarz criterion 3.057780
Log likelihood -169.3453 Hannan-Quinn criter.  4.004787
F-statistic 875.8467 Durbin-Watson stat 1.846737
Prob(F-statistic) 0.000000
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